PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik
dan hasil pengolahan tembakau lainnya telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192 /PMK.010/2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya;

b. bahwa untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau,
melindungi industri hasil tembakau yang padat karya
yang proses produksinya menggunakan cara lain
daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya perlu diubah dan disempurnakan
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang
tarif cukai hasil tembakau;

c. bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target
penerimaan cukai tahun 2025;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1274);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1274), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan
Harga Transaksi Pasar di wilayah kerja masing-
masing pada periode pemantauan secara berkala.

(2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan
Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai
Hasil Tembakau.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada direktur pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai.

(4) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis
dan fasilitas cukai melakukan penelitian atas hasil
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
perumusan kebijakan di bidang tarif cukai Hasil
Tembakau.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai
dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana
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tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
ini;

Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali
tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran
per satuan Hasil Tembakau yang masih berlaku
dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual
Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau
yang berlaku sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini; dan

keputusan penetapan kembali tarif cukai mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai dan
ekspor Hasil Tembakau berlaku ketentuan sebagai
berikut:

1)

2)

3)

penetapan tarif cukai yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang
Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil
Pengolahan Tembakau Lainnya masih tetap
berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai
dan dokumen pemberitahuan pengeluaran
barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya
dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor
sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
penetapan kembali tarif cukai sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk
kegiatan  penyediaan  pita cukai yang
dilaksanakan setelah diundangkannya
Peraturan Menteri ini dengan tetap
memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan
dan pemesanan pita cukai; dan

batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
berdasarkan penetapan tarif sebagaimana
dimaksud pada angka 1) paling lambat tanggal
1 Februari 2025.

Ketentuan mengenai tarif cukai Hasil Tembakau dan
batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil
Tembakau, untuk setiap jenis Hasil Tembakau buatan
dalam negeri dan yang diimpor sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2025.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

‘#KUMHAMPASTI

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR g3



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN
HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

No. Harga Jual Eceran
Urut Jenis Hasil Minimum Tarif Cukai
Tembakau
Besaran Satuan Besaran Satuan
1. | Rokok Elektrik,
berupa
a. Rokok Elektrik Rp 6.240,00 | Per gram | Rp 3.074,00 Per
Padat gram
b. Rokok Elektrik Rp 1.368,00 Per Rp 636,00 Per
Cair Sistem mililiter mililiter
Terbuka
c. Rokok Elektrik Rp 41.983,00 Per Rp 6.776,00 Per
Cair Sistem cartridge mililiter
Tertutup
2. | Hasil Pengolahan
Tembakau
Lainnya, berupa
a. Tembakau Rp 257,00 Per gram | Rp 135,00 Per
Molasses gram
b. Tembakau Hirup Rp 257,00 Per gram | Rp 135,00 Per
gram
c. Tembakau Rp 257,00 Per gram | Rp 135,00 Per
Kunyah gram

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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